
Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/2021 

 

100 

SUBSTANSI BARANG BUKTI DALAM HUKUM 
PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA1 

Oleh : Marcelino Imanuel Makalew2 
Ruddy R. Watulingas3 

Diana R. Pangemanan4 
 

ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan mengenai 
barang bukti dan alat bukti dalam hukum   
acara pidana dan bagaimana kedudukan barang 
bukti dalam proses pembuktian pada peradilan 
pidana, yang dengan metode penelitian hukum 
normatif disimpulkan: 1. Barang bukti secara 
yuridis formal tidak termasuk kepada alat-alat 
bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 
184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, namun dalam proses praktik hukum 
atau praktik peradilan, barang bukti tersebut 
dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti 
yang sah, tergantung pada siapa keterangan 
mengenai barang bukti tersebut dimintakan, 
apakah kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa. 
Keberadaan barang bukti seharusnya 
memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum 
untuk membuktikan tindak pidana yang 
dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa serta 
dapat membentuk dan menguatkan keyakinan 
hakim atas kesalahan terdakwa tersebut. Dan 
Pasal 39 ayat1 KUHAP merujuk bahwa barang 
bukti dapat berupa barang yang  digunakan 
pada saat delik dilakukan yang kemudian disita 
dan dirampas oleh negara yang dapat berupa: 
a. a. Benda atau tagihan tersangka atau 
terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga 
diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai 
hasil dari tindak pidana; b. Benda yang telah 
dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya; c. Benda yang digunakan 
untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak 
pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau 
diperuntukkan melakukan tindak pidana;  e. 
Benda lain yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana  yang dilakukan. 
2. Kedudukan hukum barang bukti dalam 
proses pembuktian pada sistem peradilan 

                                                           
1
 Artikel Skripsi 

2
 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 

14071101673 
3
 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 

4
 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 

pidana di Indonesia adalah sangat penting, 
meskipun pengertian mengenai barang bukti 
tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Kekuatan hukum barang 
bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 
alat-alat bukti. Bahkan barang bukti dinyatakan 
harus disita dan atau dirampas oleh negara  
karena barang bukti dan  alat bukti sangat 
berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam 
proses pemeriksaan didepan pengadilan karena 
memiliki sifat yang kuat dalam membentuk 
keyakinan hakim dalam pengambilan 
keputusannya yang berdasarkan fakta hukum 
dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta 
hukum yang dipaparkan hakim dalam 
putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan 
juga alat-alat pembuktian yang terdapat 
sepanjang persidangan berlangsung, yang 
dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan 
terdakwa menghasilkan pertimbangan hukum 
yang tepat, logis, dan realistis. Dengan 
pertimbangan fakta hukum yang lengkap, 
ketika memutus, hakim dapat menerapkan 
peraturan perundang-undangan pada suatu 
peristiwa konkrit yang terbukti selama proses 
persidangan berlangsung dengan tepat. 
Kata kunci: barang bukti; 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga 
dikenal istilah barang bukti.  Dari daftar alat - 
alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, 
tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan 
sebagai termasuk ke dalam salah satu alat 
bukti yang sah.  Dengan kata lain, barang bukti 
bukanlah alat bukti. 

 
B.  Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana pengaturan mengenai 
barang bukti dan alat bukti dalam 
hukum acara pidana. 

2.   Bagaimana kedudukan barang bukti 
dalam proses pembuktian pada 
peradilan pidana. 

 
C.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode pendekatan yuridis normative. 
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PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Barang Bukti dan Alat Bukti  

Dalam Peradilan Pidana. 
Hukum Acara  Pidana merupakan salah 

satu usaha untuk menciptakan tata tertib, 
keamanan dan ketentraman di dalam 
masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan 
maupun pemberantasan ataupun penindakan 
setelah terjadinya pelangaran hukum atau 
dengan kata lain dapat dilakukan secara 
preventif maupun represif. Undang-undang 
yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah 
serta tindakan dari para penegak hukum itu 
haruslah sesuai dengan falsafah Negara dan 
pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya 
penegakan hukum akan lebih mencapai 
sasaran yang dituju.  

Salah satu peraturan yang mengatur 
tentang tindakan dari penegak hukum adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
atau yang biasa disebut dengan KUHAP. 
Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk 
mencari dan mendekati kebenaran materiil, 
yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya 
dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana 
secara jujur dan tepat waktu1 dengan tujuan 
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat 
didakwa melakukan suatu pelanggaran 
hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan 
dan putusan dari pengadilan guna 
menentukan apakah terbukti bahwa suatu 
peristiwa pidana telah terjadi dan dilakukan 
oleh orang yang didakwa itu.  

Penanganan suatu perkara pidana mulai 
dilakukan oleh penyidik setelah menerima 
laporan dari masyarakat ataupun diketahui 
sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau 
bisa juga tertangkap tangan, kemudian 
dituntut oleh penuntut umum dengan jalan 
melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan 
negeri.Selanjutnya hakim melakukan 
pemeriksaan apakah dakwaan penuntut 
umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.  

Dalam penanganan perkara, bagian yang 
paling penting dari tiap-tiap proses pidana 
adalah persoalan mengenai pembuktian, 
karena dari hal inilah dapat diketahui apakah 
tertuduh atau terdakwa akan dinyatakan 
bersalah atau dibebaskan. Persoalan 
pembuktian diatur oleh ketentuan-ketentuan 

yang berkaitan dengan hukum pembuktian 
terutama yang tertuang dalam KUHAP 
terutama Pasal 184 dan peraturan lainnya 
yang terkait. 

Untuk kepentingan pembuktian tersebut 
maka bukan hanya kehadiran pelaku saja yang 
diperhatikan melainkan benda- benda yang 
tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat 
diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim 
dikenal dengan istilah “barang bukti”. 

Ada beberapa pasal dalam KUHAP yang 
mencantumkan istilah barang bukti, yaitu: 

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Salah satu 
wewenang Penyelidik adalah mencari 
barang bukti;  

2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Dalam hal 
penyidikan sudah dianggap selesai, 
penyidik menyerahkan tanggung jawab 
atas tersangka dan barang bukti kepada 
penuntut  umum;  

3. Pasal 18 ayat (2): Dalam hal tertangkap 
tangan penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah, dengan ketentuan bahwa 
penangkap harus segera menyerahkan 
tertangkap beserta barang bukti yang 
ada kepada penyidik atau penyidik 
pembantu yang terdekat;  

4. Pasal 21 ayat (1): Salah satu alasan 
perlunya penahanan adalah dalam hal 
adanya     keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau 
terdakwa akan  merusak atau 
menghilangkan barang bukti;  

5. Pasal 181 ayat (1): Hakim ketua sidang 
memperlihatkan kepada terdakwa segala 
barang bukti dan menanyakan 
kepadañya apakah Ia mengenal benda 
itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 
ayat (1): Jika perlu benda itu 
diperlihatkan juga oleh hakim ketua 
sidang kepada saksi;  

6. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, pengadilan 
menetapkan supaya barang bukti yang 
disita diserahkan kepada pihak yang 
paling berhak menerima kembali yang 
namanya tercantum dalam putusan 
tersebut kecuali jika menurut ketentuan 
undangundang barang bukti itu harus 
dirampas untuk kepentingan negara atau 
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dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi;  

7. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara 
Pemeriksaan Singkat, penuntut umum 
menghadapkan terdakwa beserta saksi, 
ahli, juru bahasa dan barang bukti yang 
diperlukan; Istilah ‘barang bukti tidak 
secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam 
KUHAP digunakan istilah ‘benda sitaan’ 
(lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 
KUHAP).  

Dalam praktek peradilan, ‘barang bukti’ 
adalah benda yang diajukan oleh penuntut 
umum kedepan persidangan yang telah disita 
lebih dahulu oleh penyidik. Tetapi, walaupun 
istilah barang bukti disebutkan dalam 
sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan 
pengadilan harus selalu ditetapkan dengan 
tegas tentang apa yang akan dilakukan 
terhadap barang bukti, namun dalam pasa-
lpasal KUHAP tidak ada yang menegaskan 
tentang kedudukan dari suatu barang bukti. 
Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara 
tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem 
pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Alat-alat bukti yang sah, oleh 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi 
pada: 

a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli;  
c. surat;  
d. petunjuk;  
e. keterangan terdakwa, dalam jenisjenis 

alat bukti yang sah tersebut tidak 
disebutkan tentang barang bukti. Dari 
sudut tidak adanya ketentuan dalam 
pasal-pasal KUHAP tentang kedudukan 
suatu barang bukti, dapat muncul kesan 
bahwa pembentuk KUHAP memandang 
barang bukti sebagai suatu tambahan 
semata-mata terhadap alat-alat bukti 
yang sah, dengan kata lain, barang bukti 
itu sendiri bukan merupakan suatu alat 
bukti, melainkan merupakan bukti 
tambahan belaka terhadap alat-alat 
bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu 
sebagai bukti tambahan terhadap alat 
bukti keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa.  

 Istilah barang bukti dalam perkara pidana 
yaitu barang mengenai mana delik dilakukan 
(obyek delik) dan barang dengan mana delik 
dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk 
melakukan delik misalnya pisau yang dipakai 
menikam orang.Termasuk juga barang bukti 
ialah hasil dari delik misalnya uang negara 
yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah 
pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan 
barang bukti atau hasil delik. Di samping itu 
ada pula barang bukti yang bukan merupakan 
obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula 
dijadikan barang bukti sepanjang barang 
tersebut mempunyai hubungan langsung 
dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang 
dipakai korban pada saat ia dianiaya atau 
dibunuh. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman menyebutkan bahwa tidak 
seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali 
apabila pengadilan, karena alat pembuktian 
yang sah menurut undang-undang, mendapat 
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 
dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya5 .  

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi 
dalam Pasal183 KUHAP yang menyatakan 
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. Dalam 
penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan 
bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin 
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian 
hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan 
sebagaimana tersebut dalam Pasal183 KUHAP 
menunjukkan bahwa negara kita menganut 
sistem atau teori pembuktian secara negatif 
menurut undang-undang, dimana hakim 
hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila 
sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam 
peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. 
Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi 
jika hakim tidak yakin tentang kesalahan 
terdakwa maka hakim akan memutus lepas.  

                                                           
5
 Undang Undang  Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman 



Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/2021 

 

103 

Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 atau lebih dikenal Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) 
menyebutkan bahwa alat bukti yang sah 
adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Dalam sistem pembuktian hukum acara 
pidana yang menganut stelsel negatief 
wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang yang dapat 
dipergunakan untuk pembuktian .Hal ini 
berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut 
tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti 
yang sah. Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana memang tidak menyebutkan secara 
jelas tentang apa yang dimaksud dengan 
barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) 
KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja 
yang dapat disita , yaitu: 

a. Benda atau tagihan tersangka atau 
terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindakan pidana 
atau sebagai hasil dari tindak pidana;  

b. Benda yang telah dipergunakan secara 
langsung untuk melakukan tindak pidana 
atau untuk mempersiapkannya  

c. Benda yang digunakan untuk menghalang-
halangi penyelidikan tindak pidana;  

d. Benda yang khusus dibuat atau 
diperuntukkan melakukan tindak pidana;  

e. Benda lain yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan.     Barang bukti sebagai 
alat bukti dan alat-alat bukti lain sangat 
berkaitan dengan keyakinan hakim dalam 
acara pemeriksaan cepat, keyakinan 
hakim cukup didukung oleh satu alat 
bukti yang sah. Dengan kata lain, 
walaupun hanya didukung oleh satu alat 
bukti yang sah, dan hakim yakin atas 
kesalahan terdakwa maka terdakwa 
tersebut dapat dihukum. Sementara 
dalam acara pemeriksaan biasa 
keyakinan hakim meski didukung oleh 
dua alat bukti yang sah yang dapat 
meyakinkan hakim atas kesalahan 
terdakwa maka hakim dapat 
memutuskan bersalah. Jadi walaupun 
alat bukti sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, 
namun apabila hakim tidak berkeyakinan 
atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa 

tersebut dapat dibebaskan. Hal ini 
sejalan dengan tugas hakim dalam 
pengadilan pidana yaitu mengadili dalam 
arti menerima, memeriksa dan memutus 
perkara pidana berdasarkan asas bebas, 
jujur, dan tidak memihak di sidang 
pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).  

Undang-undang selalu menempatkan 
keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir 
dalam pemeriksaan pengadilan di 
persidangan.Keyakinan hakim memegang 
peranan yang tidak kalah pentingnya dengan 
upaya-upaya bukti yang diajukan di 
persidangan, bahkan keyakinan hakim 
diletakkan oleh pembuat undang-undang di 
tingkat teratas. karena berapapun saja upaya 
bukti yang diajukan di persidangan mengenai 
suatu tindak pidana, kalau hakimtidak yakin 
atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan 
kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat 
dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan 
atau setidak-tidaknya dilepas 

Untuk mendukung dan menguatkan alat 
bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk 
memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan 
yang didakwakan penuntut umum kepada 
terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya 
barang bukti tersebut. Dengan demikian bukan 
tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang 
harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, 
melainkan bahan pembuktiannyapun harus 
ditemukan pula. 

Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari 
hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada 
merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari 
seorang pelaku dan perbuatannya yang 
dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari 
pada usaha tersebut adalah barang bukti. 
Pelaku, perbuatannya dan barang bukti 
merupakan satu kesatuan yang menjadi fokus 
dari usaha mencari dan menemukan kebenaran 
materil. 

Terhadap pelaku harus dibuktikan Misalnya 
dalam tindak pidana pembunuhan, bagi 
penyidik barang bukti sangat berperan dalam 
mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana 
tersebut, serta mengungkap bagaimana 
kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi 
penuntut umum, barang bukti dalam tindak 
pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan penuntutan terhadap 
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tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. 
Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut 
akan menjadi dasar pertimbangan dalam 
menjatuhkan putusan bagi terdakwa.  

Begitu pentingnya barang bukti dalam 
tindak pidana, maka penyidik harus sebisa 
mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat 
Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan 
perkara tersebut berawal dari adanya barang 
bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh 
penyidik.Penyidiklah yang paling berperan 
mencari dan menemukan barang bukti suatu 
perkara pidana. Hanya saja apakah seluruh 
barang atau benda yang ada di tempat kejadian 
perkara yang ditemukan penyidik dapat 
dijadikan barang bukti atau tidak.Kemudian 
apakah barang bukti yang ditemukan penyidik 
itu dapat membuktikan telah terjadinya suatu 
tindak pidana dan memberikan keyakinkan 
kepada hakim sehingga menyatakan bahwa 
tersangka bersalah sebagai pelakunya. 

Barang bukti yang bukan merupakan alat 
pembuktian menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak 
dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki 
kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan 
alat-alat buktilainnya.Akan tetapi, barang bukti 
dihadirkan untuk mendukung upaya bukti 
dipersidangan sekaligus memperkuat dakwaan 
jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat 
membentuk dan menguatkan keyakinan hakim 
atas kesalahan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 
181ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, atas barang bukti yang 
dihadirkan di persidangan ini, saksi-saksi dan 
terdakwa memberikan keterangannya. 
Menurut M. Kuffal, meskipun barang bukti 
secara yuridis formal tidak termasuk sebagai 
alat bukti yang sah, namun dalam proses 
praktik hukum atau praktik peradilan, barang 
bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi 
sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada 
siapa keterangan mengenai barang bukti 
tersebut dimintakan. Sesuai dengan pendapat 
tersebut, demikian pula dalam kasus ini, 
keterangan terhadap barang bukti tersebut 
dimintakan kepada saksi-saksi dan terdakwa 
yang dihadirkan di persidangan.  

 
B. Substansi Barang Bukti dalam Proses 

Pembuktian pada Peradilan Pidana. 

Dasar dari suatu dakwaan jaksa penuntut 
umum adalah adanya alat bukti yang cukup dan 
dakwaan jaksa penuntut umum merupakan 
dasar pemeriksaan dipersidangan dan 
selanjutnya menjadi dasar hakim untuk 
memutus perkara. Apa yang dibuktikan pada 
proses pemeriksaan dipersidangan adalah apa 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 
dalam surat dakwaannya. Alat-alat bukti 
beserta barang bukti yang dihadirkan di 
persidangan seharusnya adalah yang 
membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu 
untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-
benarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan 
oleh jaksa penuntut umum dan juga segala 
sesuatu yang akhirnya terbukti di persidangan 
berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim 
menjatuhkan putusannya. Pasal 197 ayat (1) 
huruf c yang mengatur bahwa surat dakwaan 
harus dicantumkan dalam putusan hakim, 6.  

Selain itu, pada Pasal 182 ayat (4) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga 
diatur bahwa musyawarah yang dilakukan oleh 
majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, 
harus didasarkan atas segala sesuatu yang 
terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.7 
Pada prinsipnya, hakim dilarang untuk 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentang 
suatu perbuatan di luar dakwaan jaksa 
penuntut umum, meskipun perbuatan tersebut 
terbukti di persidangan.Hakim dalam 
mengambil keputusan harus  betul-betul 
mempertimbangkan mengenai fakta hukum 
yang diperoleh dari alat-alat bukti yang 
dihadirkan di persidangan, termasuk 
keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang 
bukti yang dihadirkan yaitu berupa barang yang 
dipergunakan tersangka dalam menyelesaikan 
suatu delik  pada saat delik terjadi ataupun 
barang berupa pakaian yang digunakan korban 
pada saat kejadian.  Hakim juga 
mempertimbangkan segala fakta hukum yang 
didapatkan dari barang bukti dan juga 
keterangan saksi-saksi.Secara ex officio, hakim 
seharusnya memutus dengan professional 
ketika terdakwa terbukti bersalah, maka sudah 
seharusnya dihukum.Akan tetapi, ketika hakim 
memeriksa dan memutus perkara, hal tersebut 
harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan 

                                                           
6
KUHAP , Op. Cit., Pasal 197 ayat (1) huruf c 

7
 Ibid., Pasal 182 ayat (4). 
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sistem pembuktian negatif dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana . 

Begitu pentingnya kedudukan barang bukti 
dalam hukum pembuktian, kecuali terdapat 
alat-alat bukti lain yang dapat membentuk 
keyakinan hakim, misalnya saja keterangan 
saksi-saksi, seorang terdakwa bisa saja 
dibebaskan apabila tidak terdapat barang bukti 
atau apabila barang bukti tidak sesuai dengan 
alat-alat bukti. Ketika semua unsur pasal dalam 
dakwaan terpenuhi, namun perbuatan yang 
terbukti di persidangan tidak sama dengan apa 
yang didakwakan karena barang bukti yang 
tidak bersesuaian dengan alat bukti, hakim ini 
memandang bahwa hakim tetap dapat 
memutus terdakwa bersalah dengan catatan 
tidak dapat mengesampingkan barang bukti 
dan juga alat bukti yang ada, terutama 
keterangan saksi-saksi, karena hal-hal tersebut 
sangat penting keberadaannya dan berkaitan 
dengan keyakinan hakim akan kesalahan 
terdakwa.  

Sutikno S.H., M.H. menyatakan bahwa 
barang bukti memang dapat menambah 
keyakinan hakim. Namun, keberadaan barang 
bukti hanya penting pada beberapa tindak 
pidana tertentu, misalnya tindak pidana terkait 
dengan narkotika.8 Untuk tindak pidana seperti 
penganiayaan atau pencurian, hakim cukup 
hanya mempertimbangkan alat-alat buktinya, 
tidak perlu melihat kepada barang buktinya. 
Ketika barang bukti tidak sesuai dengan alat 
bukti dan membuat dakwaan tidak terbukti, 
hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah 
apabila pasal yang didakwakan sudah 
terpenuhi.Hakim hanya harus melihat bahwa 
perbuatan yang terbukti tersebut telah 
melawan hukum sehingga dapat memutus 
terdakwa bersalah.  

Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., berpendapat 
bahwa keberadaan barang bukti sangat penting 
dalam persidangan pidana, apabila barang bukti 
yang dihadirkan di persidangan tidak sesuai 
dengan alat bukti sehingga membuat 
perbuatan dalam dakwaan tidak terbukti, maka 
terdakwa diputus bebas. Bagaimanapun juga 

                                                           
8
 Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat (Pendapat Hakim) dalam Jurnal 
Ikatan Hakim Indonesia, No 5 Thn 2010. Hlm 19 

dakwaan merupakan pedoman hakim untuk 
memeriksa dan memutus perkara.9 

Selain alat-alat bukti, barang bukti juga 
memiliki peranan untuk memberikan keyakinan 
kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. 
Bukan hanya memenuhi seluruh unsur pasal 
yang didakwakan, pembuktian dipersidangan 
harus dapat membuktikan perbuatan yang 
didakwakan atas terdakwa.Ketika barang bukti 
yang keliru membuat hakim tidak mendapatkan 
keyakinan atas kesalahan yang didakwakan atas 
terdakwa, lebih baik hakim memutus terdakwa 
bebas.Hal tersebut sesuai dengan adagium 
“Lebih baikmembebaskan seribu orang yang 
bersalah, daripada menghukum satu orang 
yang tidak bersalah.” 10 

Jadi walaupun barang bukti tidak diatur 
didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal 
tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu 
syarat dalam pembuktian namun barang bukti 
menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan 
bermanfaat dalam upaya pembuktian, 
walaupun barang bukti yang disita oleh petugas 
penyidik tersebut secara yuridis formal juga 
bukan sebagai alat bukti yang sah menurut 
KUHAP.  

Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang 
bukti tersebut ternyata dapat memberikan 
keterangan yang berfungsi sebagai tambahan 
dalam pembuktian. Barang bukti adalah benda 
yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan 
kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana 
yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat 
dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang 
tersebut dapat berupa benda atau tagihan 
tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagaian diduga diperoleh dari tindakan 
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana 
maupun benda yang telah dipergunakan secara 
langsung untuk melakukan tindak pidana atau 
untuk mempersiapkannya atau benda yang 
dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana dan benda yang 
khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana serta benda lain yang mempunyai  
hubungan langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan.  

Dalam proses perkara pidana, barang bukti 
juga mendapat perhatian karena untuk 

                                                           
9
 Zaid Umar Bobsaid adalah seorang Hakim Tinggi pada 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ibid. 
10

 ibid 
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memperoleh barang bukti harus dilakukan 
dengan upaya paksa yang dapat dilakukan 
terhadap hak milik seseorang atas suatu barang 
dan karenanya terkait dengan hak asasi 
manusia.  

Upaya tersebut dikenal dengan sebutan 
‘Penyitaan’, yaitu serangkaian tindakan 
penyidikan untuk mengambil alih dan atau 
menyimpan di bawah penguasaannya benda 
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau 
tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk 
melakukan upaya paksa penyitaan terhadap 
barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik. 
Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus 
memerlukan ijin dari pengadilan untuk 
pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri.  

Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan 
oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau 
benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai 
barang bukti dalam proses pemeriksaan di 
muka persidangan. Barang atau benda yang 
diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan 
untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
Barangbarang apa sajakah yang dapat disita? 
Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda-
benda yang  dapat disita adalah benda-benda 
bergerak dan benda tidak bergerak, benda 
berwujud dan tidak berwujud. Barang-barang 
yang dapat disita bermacam-macam sifatnya, 
yaitu sebagai berikut:  

1. Barang-barang yang menjadi sasaran 
perbuatan yang melanggar hukum 
pidana seperti barang-barang yang dicuri 
atau yang digelapkan atau yang didapat 
secara penipuan.  

2. Barang-barang yang tercipta sebagai 
buah dari perbuatan yang melanggar 
hukum pidana, seperti uang logam atau 
uang kertas yang dibikin oleh terdakwa 
dengan maksud untuk mengedarkannya 
sebagai uang tulen atau suatu tulisan 
palsu.  

3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat 
untuk melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum pidana, seperti suatu 
pisau atau senjata api atau tongkat yang 
dipakai untuk membunuh atau 
menganiaya orang, suatu batang besi 

yang dipakai untuk membuat lubang di 
dinding suatu rumah dalam mana 
kemudian dilakukn pencurian, perkakas-
perkakas yang dipakai untuk membuat 
uang palsu.  

4. Barang-barang yang pada umumnya 
dapat menjadi tanda bukti ke arah 
memberatkan atau meringankan 
kesalahan terdakwa, seperti suatu 
pakaian yang dipakai oleh penjahat pada 
waktu melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum pidana, atau suatu 
barang yang terlihat ada tanda pernah 
dipegang oleh penjahat dengan jarinya 
(vingerafdrukken).  

Ketentuan Pasal 39 KUHAP mengatakan 
bahwa, benda yang dapat dilakukan penyitaan 
atau benda sitaan meliputi:  

1. benda atau tagihan tersangka atau 
terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil dari tindak pidana;  

2. benda yang telah dipergunakan secara 
langsung untuk melakukan tindak pidana 
atau untuk mempersiapkannya;  

3. benda yang dipergunakan untuk 
menghalang-halangi penyelidikan tindak 
pidana;  

4. benda yang khusus dibuat atau 
diperuntukkan melakukan tindak pidana;  

5. benda lain yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan.       Pasal 44 KUHAP 
menyebutkan bahwa benda yang telah 
disita atau benda sitaan   d  disimpan 
dalam rumah penyimpanan benda sitaan 
dan penanggung jawabnya adalah 
pejabat yang berwenang sesuai tingkat 
proses pemeriksaan peradilan dan benda 
sitaan dilarang digunakan oleh siapapun 
juga.  

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, 
status benda sitaan atau barang bukti 
ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan 
Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: 
“Apabila perkara sudah diputus, maka 
bendayang dikenakan penyitaan dikembalikan 
kepada orang atau kepada mereka yang disebut 
dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut 
putusan hakim, benda itu dirampas untuk 
negara, untuk dimusnahkan atau untuk 
dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan 
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lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan 
sebagai barang bukti dalam perkara lain.”  

Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, maka 
barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan 
sebagai berikut:  

1. dikembalikan kepada orang atau 
merekayang disebut dalam amar 
putusan;  

2. dirampas untuk negara;  
3. dirampas untuk dimusnahkan atau 

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan 
lagi;  

4. dikembalikan kepada penyidik atau 
penuntut umum jika masih dipergunakan 
untuk perkara lain. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk 
negara.”. 

Apabila dihubungkan dengan ciri –ciri 
barang bukti diatas maka Fungsi barang bukti 
dalam sidang pengadilan mempunyai peran 
adalah sebagai berikut:  

a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang 
sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP); 

 b.  Mencari dan menemukan kebenaran 
materiil atas perkara sidang yang 
ditangani; 

c. Setelah barang bukti menjadi penunjang 
alat bukti yang sah maka barang bukti 
tersebut dapat menguatkan keyakinan 
hakim atas kesalahan yang didakwakan 
jaksa penuntut umum Pasal 183 KUHAP 
ditentukan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dari ketentuan pasal di 
atas, maka untuk dapat menjatuhkan 
pidana terhadap seorang terdakwa harus 
dipenuhi dua syarat, yaitu:  
 1.Adanya dua alat bukti yang sah; 

dan,  
 2.Adanya keyakinan Hakim tentang 

kesalahan terdakwa berdasarkan 
sekurangkurangnya dua alat bukti 
tersebut. Mengenai alat-alat bukti 
yang sah, menurut ketentuan Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, yaitu:  
a. keterangan saksi;  
b. keterangan ahli; 

c. surat;  
 d. petunjuk;  
 e. keterangan terdakwa.  

Dengan melihat hubungan antara ketentuan 
dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang 
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
merupakan dasar untuk dapat menyatakan 
terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa yang bersangkutan. Dari 
sub bab sebelumnya sudah dikemukakan 
bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan 
dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti 
dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun 
barang bukti merupakan alat pembuktian.  

Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang 
bukti tidak diklasifikasi sebagai alat bukti? 
Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan 
mengenai hal ini. Tetapi, kemungkinan besar 
menjadi pertimbangan adalah karena barang 
bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam 
pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang 
bukti berupa narkotika, psikotropika, senjata 
api dan senjata tajam (parang dan pisau). 
Berkenaan dengan barang-barang bukti ini 
diperlukan keterangan saksi bahwa 
narkotika/psikotropika tersebut ditemukan 
dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada 
saat penggerebekan, atau keterangan saksi 
bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh 
terdakwa dan digunakan untuk melukai korban, 
sehingga hubungan antara alat bukti dengan 
barang bukti adalah bahwa alat bukti 
merupakan alat untuk menerangkan 
keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara 
pidana.  

Menurut pendapat penulis, sebenarnya 
barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat 
bukti. Alasan untuk menentang barang bukti 
sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti 
tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus 
diterangkan dengan suatu alat bukti, 
merupakan alasan yang tidak sepenuhnya 
tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, 
berlaku juga untuk alat bukti petunjuk. Alat 
bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, 
melainkan pada hakekatnya hanyalah 
kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain 
yang ada.  

Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga 
tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti 
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lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk harus 
terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi 
sebagai alat bukti . 

Menurut pendapat penulis, sebenarnya 
barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat 
bukti. Alasan untuk menentang barang bukti 
sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti 
tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus 
diterangkan dengan suatu alat bukti, 
merupakan alasan yang tidak sepenuhnya 
tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, 
berlaku juga untuk alat bukti petunjuk. Alat 
bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, 
melainkan pada hakekatnya hanyalah 
kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain 
yang ada.  

Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga 
tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti 
lainnya. Untuk adanya alat surat atau alat bukti 
keterangan terdakwa. Jadi pada hekakatnya 
alat bukti petunjuk ini pada hakekatnya bukan 
alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan bila 
dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka 
barang bukti justru yang memiliki kedudukan 
yang tersendiri dan lebih tepat untuk 
ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat 
bukti petunjuk.  

Di atas telah disinggung mengenai istilah 
“alat pembuktian” yang digunakan dalam Pasal 
197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam kaitannya 
dengan istilah “alat bukti”, sebenarnya ada dua 
kemungkinan mengenai hubungan antara 
istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat 
(1) huruf d KUHAP dengan istilah “alat bukti” 
yang digunakan dalam KUHAP. Kemungkinan-
kemungkinan tersebut, yaitu:  

 1. Istilah “alat pembuktian” Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP mempunyai arti 
yang sama dengan istilah “alat bukti” 
dalam antara lain Pasal 183 dan 184 
KUHAP; atau, 

 2. Istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP memiliki arti yang 
lebih luas daripada istilah “alat bukti” 
dalam antara lain Pasal 183 dan 184 
KUHAP. Menurut penulis, digunakannya 
istilah “alat pembuktian”, dan bukannya 
hanya istilah “alat bukti”, dalam Pasal 
197 ayat (1) huruf d KUHAP, merupakan 
hal yang disadari dan disengaja oleh 
pembentuk KUHAP. Ini karena dalam 
pemeriksaan suatu perkara pidana, yang 

diajukan ke depan pengadilan bukanlah 
hanya alatalat bukti semata-mata, 
melainkan juga apa yang oleh pasal-pasal 
KUHAP disebut sebagai barang bukti.  

Penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam 
Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut 
dimaksudkan untuk juga mencakup barang 
bukti. Tetapi, dengan mempelajari Pasal 197 
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l secara 
satu persatu, ternyata tidak ada yang 
menyebutkan tentang istilah “barang bukti” 
secara tersendiri. Dengan demikian, 
digunakannya istilah “alat pembuktian”, dan 
bukannya hanya “alat bukti”, mengandung 
maksud bahwa di dalamnya tercakup juga 
mengenai barang bukti. Pasal lainnya yang 
memperkuat pandangan bahwa “barang bukti” 
termasuk cakupan istilah “alat pembuktian” 
dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d 
KUHAP, yaitu ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf 
d yang mengatur mengenai Praperadilan. Pada 
Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP tersebut 
ditentukan bahwa, dalam hal putusan 
menetapkan bahwa benda yang disita ada yang 
tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam 
putusan dicantumkan bahwa benda tersebut 
harus segera dikembalikan kepada tersangka 
atau dan siapa benda itu disita.  

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan. 

1. Barang bukti secara yuridis formal tidak 
termasuk kepada alat-alat bukti yang sah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, namun dalam proses praktik 
hukum atau praktik peradilan, barang 
bukti tersebut dapat berubah dan 
berfungsi sebagai alat bukti yang sah, 
tergantung pada siapa keterangan 
mengenai barang bukti tersebut 
dimintakan, apakah kepada saksi, ahli, 
ataupun terdakwa. Keberadaan barang 
bukti seharusnya memperkuat dakwaan 
jaksa penuntut umum untuk 
membuktikan tindak pidana yang 
dituduhkan telah dilakukan oleh 
terdakwa serta dapat membentuk dan 
menguatkan keyakinan hakim atas 
kesalahan terdakwa tersebut. Dan Pasal 
39 ayat1 KUHAP merujuk bahwa barang 
bukti dapat berupa barang yang  
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digunakan pada saat delik dilakukan yang 
kemudian disita dan dirampas oleh 
negara yang dapat berupa: 
a. Benda atau tagihan tersangka atau 

terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindakan pidana 
atau sebagai hasil dari tindak pidana;  

b. Benda yang telah dipergunakan secara 
langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk 
mempersiapkannya; 

c. Benda yang digunakan untuk 
menghalang-halangi penyelidikan 
tindak pidana;  

d. Benda yang khusus dibuat atau 
diperuntukkan melakukan tindak 
pidana;  

e. Benda lain yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana  

 yang dilakukan. 

2. Kedudukan hukum barang bukti dalam 
proses pembuktian pada sistem 
peradilan pidana di Indonesia adalah 
sangat penting, meskipun pengertian 
mengenai barang bukti tidak 
dijelaskan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
Kekuatan hukum barang bukti tidak 
dapat dilepaskan dari keberadaan 
alat-alat bukti. Bahkan barang bukti 
dinyatakan harus disita dan atau 
dirampas oleh negara  karena barang 
bukti dan  alat bukti sangat berkaitan 
dan tidak bisa dipisahkan dalam 
proses pemeriksaan didepan 
pengadilan karena memiliki sifat yang 
kuat dalam membentuk keyakinan 
hakim dalam pengambilan 
keputusannya yang berdasarkan fakta 
hukum dan pertimbangan hukum. 
Pertimbangan fakta hukum yang 
dipaparkan hakim dalam putusannya 
yaitu mengenai fakta dan keadaan 
juga alat-alat pembuktian yang 
terdapat sepanjang persidangan 
berlangsung, yang dijadikan sebagai 
dasar penentuan kesalahan terdakwa 
menghasilkan pertimbangan hukum 
yang tepat, logis, dan realistis. 
Dengan pertimbangan fakta hukum 

yang lengkap, ketika memutus, hakim 
dapat menerapkan peraturan 
perundang-undangan pada suatu 
peristiwa konkrit yang terbukti 
selama proses persidangan 
berlangsung dengan tepat. 
 

 B. Saran. 
Ketentuan pasal 184 KUHAP tidak relevan 

pada kasus tertentu, perlu ditinjau kembali dan 
dilakukan pembaharuan serta mengikuti 
perkembangan zaman dimana barang bukti 
dapat dimasukkan sebagai alat bukti yang sah. 

 
 


